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Abstract

This study aims to analyze the factors that influence students' perceptions of tax evasion. The main focus
of this study is on the variables of tax justice, tax legal sanctions, and gender as the main determinants in
shaping students' perceptions. This study uses a quantitative approach with a survey method by
distributing questionnaires to 100 students of the Accounting and Taxation Study Program who have
taken taxation courses at the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business, Lamongan. The
results of the regression analysis show that tax justice and gender have a significant effect on the
perception of tax evasion, while tax legal sanctions do not have a significant effect partially.
Simultaneously, the three variables have a significant effect on students' perceptions of tax evasion. This
finding indicates that students' perceptions are more influenced by the values of justice and social factors
than by the threat of legal sanctions alone. The implications of this study emphasize the importance of an
educational approach and increasing trust in the taxation system in an effort to suppress tax evasion
practices, especially among the younger generation.

Keywords: Gender, Legal Sanctions, Tax Evasion, Tax Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa
terhadap penggelapan pajak. Fokus utama penelitian ini adalah pada variabel keadilan pajak, sanksi
hukum pajak dan gender sebagai determinan utama dalam membentuk persepsi mahasiswa. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100
mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Perpajakan yang telah menempuh mata kuliah perpajakan di
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa
keadilan pajak dan gender berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan sanksi
hukum pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel
tersebut berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Temuan ini
mengindikasikan bahwa persepsi mahasiswa lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan dan faktor sosial
dibandingkan oleh ancaman sanksi hukum semata. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya
pendekatan edukatif dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dalam upaya menekan
praktik penggelapan pajak, khususnya pada generasi muda.

Kata Kunci: Gender, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak, Sanksi Hukum

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan
pendapatan individu maupun badan usaha. Ketika perekonomian tumbuh, maka
pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha dan masyarakat cenderung mengalami
peningkatan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kontribusi terhadap
penerimaan pajak nasional (Sultan et al., 2023). Beberapa sektor ekonomi diketahui
memiliki peranan besar dalam mendukung penerimaan pajak, bergantung pada sifat
kegiatan usaha dan skala operasional masing-masing sektor. Selain itu, peningkatan
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investasi di berbagai sektor turut mendorong ekspansi bisnis dan peningkatan
pendapatan yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap penerimaan
negara dari sektor perpajakan (Fahmi, 2019). Berdasarkan laporan Indonesia
Corruption Watch (ICW) dan OECD Tax Administration Report, Indonesia setiap
tahunnya menghadapi tax gap yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan masih
adanya potensi penerimaan pajak yang tidak tergali secara maksimal akibat perilaku
tidak patuh dari wajib pajak termasuk dalam bentuk penggelapan pajak (Alamanda,
n.d.; Yusmanda, 2018; Pratiwi & Prabowo, 2019; Ekaputra et al., 2022).

Menurut Putri & Mahmudah (2020), penggelapan pajak sebagai bentuk
pelanggaran etika perpajakan diduga menjadi salah satu faktor yang menghambat
pencapaian target penerimaan pajak. Sebagian wajib pajak beranggapan bahwa
manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan kontribusi yang
disetorkan sehingga mendorong munculnya persepsi negatif terhadap kewajiban
pajak. Pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan, baik
secara individu maupun bisnis sehingga mendorong perilaku penghindaran atau
pengurangan pajak melalui berbagai cara yang tidak sesuai dengan ketentuan
perpajakan. Kasus penggelapan pajak merupakan bentuk penyimpangan serius dalam
sistem perpajakan yang dilakukan secara terencana oleh oknum petugas, wajib pajak,
maupun konsultan pajak. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga
merusak integritas sistem perpajakan negara. Beberapa kasus penggelapan pajak di
Indonesia menunjukkan keterlibatan berbagai pihak. Pada tahun 2022 terjadi
penggelapan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
dengan total kerugian negara mencapai Rp 6 miliar. Penggelapan ini terkait dengan
pembayaran Bea Balik Nama (BBN) 1 yang dikenakan sebesar 12,5% dari Nilai Jual
Kendaraan Bermotor (NJKB), dan melibatkan empat oknum, termasuk pejabat eselon
IV, staf ASN, dan pekerja harian lepas (Rifa’i, 2022). Kasus serupa juga terjadi di
Kabupaten Samosir, di mana tiga pegawai Bapenda, yaitu ET alias Acong, RB, dan JM,
ditetapkan sebagai tersangka atas penggelapan pajak kendaraan dengan total nilai
mencapai Rp2,5 miliar (Pujangga, 2023). Selain itu, kasus besar lainnya melibatkan
Direktur Utama PT Surisenia Plasmataruna (SSPT), R. Achmad, yang diduga
melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan rekanan di sektor
industri minyak kelapa sawit. Dalam rentang waktu 2014-2015, nilai pajak yang tidak
disetorkan ke kas negara mencapai hampir Rp15 miliar, sebagaimana dilaporkan oleh
Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Siregar, 2021).

Penggelapan pajak merupakan isu lintas negara yang berdampak signifikan
terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Menurut laporan Global Financial
Integrity (GFI) tahun 2020, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara
berkembang dengan estimasi aliran keuangan ilegal (illicit financial flows) tertinggi,
yang diperkirakan mencapai lebih dari US$40 miliar per tahun. Sebagian besar dari
aliran ini bersumber dari praktik-praktik penghindaran dan penggelapan pajak, seperti
manipulasi nilai perdagangan (trade misinvoicing) serta pelaporan fiktif (Integrity,
2020). Fenomena ini mencerminkan lemahnya kepatuhan fiskal dan menjadi indikator
penting dari rendahnya integritas sistem perpajakan. Survei yang dilakukan oleh
OECD dan World Values Survey menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang
termasuk Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah masih
relatif rendah yang berdampak pada persepsi negatif terhadap kewajiban perpajakan.
Di Indonesia, Survei Indeks Kesadaran Pajak Nasional yang dirilis oleh Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya sekitar 38,7%
responden yang merasa puas terhadap transparansi penggunaan dana pajak,
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sementara sisanya cenderung skeptis terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah
(Pajak, 2022). Kondisi ini juga tercermin pada generasi muda, khususnya mahasiswa,
yang mulai menunjukkan kecenderungan permisif terhadap tindakan penghindaran
pajak. Beberapa studi (Alfarizi et al, 2023) dan (Salsabila & Kurniawan, 2019)
menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap pajak di kalangan mahasiswa kerap
dipengaruhi oleh dua faktor utama minimnya literasi pajak dan tingkat kepercayaan
yang rendah terhadap institusi pemerintah. Persepsi ini berpotensi menjadi tantangan
serius dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang, mengingat
mahasiswa merupakan calon wajib pajak dan pemangku peran strategis dalam
struktur ekonomi masa depan. Persepsi terhadap penggelapan pajak dipengaruhi oleh
berbagai faktor termasuk keadilan, sanksi hukum dan gender.

Keadilan pajak merujuk pada bagaimana wajib pajak menilai keadilan dalam
sistem perpajakan yang diterapkan. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan
berlaku adil (Karlina, 2020) cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dalam
memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa diperlakukan
secara tidak adil, mereka lebih berpotensi untuk terlibat dalam penggelapan pajak.
Oleh karena itu, dengan memperkuat prinsip keadilan dalam sistem perpajakan,
pemerintah dapat menciptakan kerangka perpajakan yang lebih transparan dan adil,
yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan menekan risiko
penggelapan (Purnayasa, 2022). Menurut prinsip keadilan, pemungutan pajak harus
dilakukan selaras dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, baik dari segi
hukum maupun dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam rangka mencapai keadilan dalam kebijakan perpajakan termasuk perlakuan
yang setara bagi semua wajib pajak, tanpa membedakan berdasarkan negara, agama,
pandangan politik, atau faktor lainnya (Karlina, 2020; Kurnia & Faisal, 2022).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penggelapan
pajak. Meskipun proses pajak telah dipermudah dan sanksi pajak telah ditetapkan,
masih ada beberapa individu yang melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak
digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan karena
mereka menjamin bahwa peraturan perpajakan dapat diikuti dan dipatuhi (Linda,
2019). Efek jera akan ditimbulkan karena sanksi perpajakan akan sangat membebani
wajib pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak
yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat
berupa denda, bunga, dan bahkan pidana penjara. Sanksi pajak yang tegas dan
konsisten dapat menjadi faktor yang mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi
tingkat penggelapan pajak (Karlina, 2020; Aji et al., 2021).

Gender dan persepsi mengenai penggelapan pajak telah diangkat dalam banyak
penelitian di bidang perilaku perpajakan. Gender dipandang sebagai faktor sosial yang
berpengaruh terhadap cara pandang individu terhadap penggelapan pajak, yang
mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Teori psikologi moral
menyatakan bahwa perempuan cenderung memiliki nilai-nilai moral dan etika yang
lebih kuat dibandingkan laki-laki, terutama dalam hal keadilan dan tanggung jawab
sosial (Gilligan, 1982). Menurut Gilligan, perempuan lebih sensitif terhadap dampak
sosial dari suatu perilaku, termasuk penggelapan pajak. Mereka lebih mengutamakan
kepatuhan terhadap norma-norma etis dan cenderung melihat tindakan seperti
penggelapan pajak sebagai pelanggaran moral yang serius. Hal ini diperkuat oleh
penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih terpengaruh oleh aspek
keadilan distributif, di mana mereka lebih cenderung patuh jika merasa sistem
perpajakan berjalan adil dan seimbang (Saad, N., & Haniffa, 2022; Zirman, 2015).

109



MELATTI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi
Vol.40 (2) Desember 2023: 107-120

Penelitian oleh Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi mengenai etika
penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh keadilan dan etika uang.
Sementara itu, studi (Putri & Mahmudah, 2020) bahwa diskriminasi berpengaruh
terhadap persepsi etis atas penggelapan pajak. Selain itu, penelitian oleh N. dan
Hidayatulloh (2021) mengungkapkan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap etika
penggelapan pajak. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik yang
berkaitan, seperti penelitian oleh Basri (2015) yang menyatakan bahwa rendahnya
literasi pajak berpengaruh terhadap tingginya toleransi terhadap penggelapan pajak di
kalangan mahasiswa. Sementara itu, studi oleh Santi Niati & Irwan (2024)
menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem pajak
menjadi determinan utama persepsi negatif mahasiswa terhadap kepatuhan pajak.
Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada pengaruh satu atau
dua faktor saja, serta tidak secara komprehensif mengintegrasikan faktor psikologis,
sosial dan institusional yang membentuk persepsi mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan mahasiswa terhadap
penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,
ditemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya penggelapan
pajak. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor
apa saja yang dapat memengaruhi persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak.
Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa terhadap Penggelapan Pajak”.

Kajian Pustaka
Planned Behavior Theory

Teori Ajzen menjelaskan bahwa Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan
pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). TPB menambahkan variabel
kontrol perilaku yang tidak ada dalam TRA. Variabel kontrol perilaku ini
menunjukkan bahwa tidak semua perilaku individu sepenuhnya berada di bawah
kendali individu tersebut. TPB menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan
suatu perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama: sikap (attitude), norma subjektif
(subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral
control). Model TPB menjelaskan tiga jenis keyakinan yang mempengaruhi perilaku
individu. Pertama, keyakinan perilaku (behavioral beliefs) adalah keyakinan tentang
hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya, yang dalam TRA disebut sebagai sikap
terhadap perilaku. Kedua, keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan
tentang harapan sosial dari orang lain dan motivasi untuk memenuhinya, yang dalam
TRA disebut sebagai norma subjektif. Ketiga, keyakinan kontrol (control beliefs)
adalah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat
perilaku dan persepsi tentang seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi
perilaku, yang dalam TPB dikenal sebagai kontrol perilaku yang dipersepsikan.Secara
sistematis, keyakinan perilaku membentuk sikap baik atau buruk terhadap suatu
objek, keyakinan normatif membentuk tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma
subjektif, dan keyakinan kontrol membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan.
Niat perilaku (behavioral intention) yang dihasilkan akan mendorong individu untuk
bertindak (Ajzen, 2002; Oktaviani, 2015). Keterkaitan teori ini dengan penelitian adalah
bahwa sikap positif seseorang dalam mematuhi peraturan perpajakan dapat

110



mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak dan mengurangi kemungkinan
terjadinya tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Persepsi Mahasiswa

Persepsi mahasiswa merupakan pandangan, keyakinan, dan penilaian
mahasiswa terhadap berbagai aspek kehidupan mencerminkan persepsi mereka.
Persepsi ini dibentuk oleh sejumlah faktor, termasuk pengalaman pribadi, informasi
yang diperoleh, serta interaksi dengan orang lain (Tumewu & Wahyuni, 2018).
Persepsi mahasiswa berpotensi mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka secara
signifikan, termasuk dalam hal penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak,
yang merupakan salah satu aspek penting dalam kepatuhan perpajakan, sangat
dipengaruhi oleh persepsi etik mahasiswa. Ketika penggelapan pajak dianggap
sebagai tindakan yang tidak etis, hal ini dapat dilihat sebagai perilaku yang negatif.
Persepsi mahasiswa melibatkan proses memilih, mengevaluasi, dan mengatur
rangsangan dari lingkungan mereka. Selain itu, persepsi juga membentuk cara
seseorang bertindak terhadap suatu objek atau masalah dan dapat memengaruhi
perilaku yang mereka pilih di masa depan (M. R. Hidayatulloh & Arisman, 2017).

Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak atau tax evasion merupakan suatu tindakan ilegal yang
dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya menghindari atau mengurangi jumlah pajak
yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Damayanti, 2017). Praktik ini tidak hanya
mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga
menimbulkan kerugian signifikan bagi penerimaan negara yang pada akhirnya dapat
menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional. Penggelapan pajak
menjadi salah satu tantangan serius dalam sistem perpajakan di banyak negara,
termasuk Indonesia, karena berdampak langsung terhadap efektivitas dan keadilan
fiskal. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif
dan berkelanjutan, mencakup peningkatan edukasi dan literasi perpajakan bagi
masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum, serta reformasi administrasi
perpajakan seperti penyederhanaan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak
(Santana et al, 2020). Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga
perpajakan perlu terus ditingkatkan agar dapat membangun kepercayaan publik.
Strategi-strategi tersebut harus disertai dengan dorongan terhadap partisipasi aktif
masyarakat sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan
demi kepentingan bersama (Basri, 2015; Santana, 2020; Karlina, 2020).

Perumusan Hipotesis
Keadilan Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Menurut Santana et al. (2020), penggelapan pajak mencerminkan hasil dari
keadilan pajak karena memengaruhi sikap dan perilaku seseorang serta mendorong
terjadinya tindakan tersebut. Keadilan pajak dapat diukur dari bagaimana pemerintah
memperlakukan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada perilaku
masyarakat dan dapat memicu terjadinya penggelapan pajak. Sama seperti dalam hal
pembayaran pajak, wajib pajak memiliki keinginan universal untuk diperlakukan
secara adil. Kejujuran dan keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang setara
dengan manfaat yang diterima dan kemampuan membayar dari wajib pajak.
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Penelitian yang dilakukan oleh Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari (2023) menguji
pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak, dengan hasil
yang signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan dalam pajak,
semakin besar dampaknya terhadap persepsi penggelapan pajak. Keadilan yang lebih
tinggi dalam perpajakan juga dikaitkan dengan transparansi penggunaan uang pajak
untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, dalam Theory
of Planned Behavior, motivasi seseorang untuk bertindak didasarkan pada penerimaan
keadilan. Ketika individu merasa bahwa apa yang mereka bayarkan sebanding dengan
apa yang mereka terima, mereka akan cenderung untuk mematuhi peraturan.
Sebaliknya, masyarakat cenderung enggan membayar pajak jika hak yang mereka
peroleh tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, semakin tinggi keadilan yang
ditegakkan dalam perpajakan, semakin rendah tingkat penggelapan pajak.
Berdasarkan pemikiran ini, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

Hi: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Sanksi Hukum Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Memahami sanksi pajak menjadi
krusial bagi wajib pajak agar mereka dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari
tindakan yang dilakukan. Ini sejalan dengan hasil penelitian (Aji et al., 2021) dan
(Karlina, 2020), yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki dampak negatif
terhadap penggelapan pajak. Menurut Theory of Planned Behavior, individu bertindak
baik dalam sikap maupun perilaku berdasarkan niat atau rencana yang telah mereka
buat. Berdasarkan teori ini, sanksi pajak yang diatur oleh peraturan akan
memengaruhi individu untuk lebih patuh dan menghindari niat melakukan
kecurangan. Sanksi perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah untuk
meminimalisir penggelapan pajak atau tax evasion. Dalam hal ini, pemerintah
memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sanksi perpajakan karena
hal ini sangat memengaruhi persepsi wajib pajak. Kepastian hukum juga memiliki
pengaruh signifikan terhadap komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:
Hb>: Sanksi hukum pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Gender Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Dewanta & Machmuddah (2019) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan
yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender
terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu
pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan
bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap
pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Dalam hal menyikapi suatu
perilaku penggelapan pajak maka laki-laki dan perempuan mempunyai jawaban yang
berbeda. Perempuan cenderung menentang sikap yang ilegal daripada laki-laki.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa perempuan lebih menentang penggelapan
pajak dibandingkan dengan laki-laki, survey ini hasil dari penelitian (McGee, RW.,
2007) yang berjudul The Ethics of Tax Evasion a Survay of Busness Student In Polandia
dan didukung lag oleh survey lainnya di Guatemala. Sebaliknya untuk survey yang
dilakukan McGee di Rumania menyatakan bahwa laki- laki lebih menentang
penggelapan pajak dibandingkan dengan Perempuan (McGee, R.W., 2007). Ramadhan
& Helmy (2020) menemukan bahwa variabel gender berpengaruh signifikan terhadap
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persepsi penggelapan pajak, dan menyimpulkan bahwa perempuan akan lebih
menentang tindakan penggelapan pajak dibandingkan laki-laki. Penelitian Dewanta &
Machmuddah (2019) menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap
persepsi etika mengenai penggelapan pajak, mahasiswa laki-laki lebih memiliki
persepsi etis penggelapan pajak yang baik dibandingkan mahasiswa perempuan.
Pernyataan ini didukung oleh hasil N. dan Hidayatulloh (2021); Yuliana & Puspitosari
(2021); Zirman (2015); Khoerunissah et al. (2020), menyatakan bahwa persepsi etis
mahasiswa laki-laki lebih baik dibandingkan mahasiswa Perempuan.

Hs: Gender berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan pada
mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi dan Perpajakan angkatan 2020/2021 di
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Populasi dalam penelitian ini
mencakup seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Perpajakan angkatan
2020/2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden,
yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria responden
dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah
Akuntansi Perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan
instrumen angket (kuesioner) untuk mengukur indikator-indikator yang berkaitan
dengan variabel penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier
berganda dengan program software SPSS.

Hasil dan Pembahasan
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dari seluruh butir pernyataan yaitu memiliki r
hitung > dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas dinyatakan
valid atau sah digunakan dalam uji instrumen penelitian. Hasil uji reliablitas memiliki
nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 atau > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa
hasil dari kuesioner yang telah disebar memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau
konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis, telah dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi
uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Data
pada penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan uji
hipotesis (uji t). Hasil uji t diringkas pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Hasil Uji t

Variabel t Hitung Sig. Keterangan
Keadilan Pajak (X1) 2,431 0,014 Signifikan
Sanksi Pajak (X2) 0,774 0,547  Tidak signifikan
Gender (X3 2,697 0,011 Signifikan

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa variabel
Keadilan Pajak (X1) dan Gender (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penggelapan pajak, dengan nilai signifikansi keduanya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini
berarti bahwa persepsi tentang keadilan dalam sistem perpajakan dan faktor gender
memiliki kontribusi yang nyata dalam memengaruhi perilaku atau sikap wajib pajak
(misalnya kepatuhan atau niat membayar pajak). Di sisi lain, Sanksi Pajak (X2) tidak
berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, karena nilai signifikansinya
berada di atas 0,05, yakni 0,547. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman atau
penerapan sanksi pajak belum cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku
perpajakan mahasiswa prodi akuntansi dan perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan.

Selanjutnya dilakukan uji F untuk menguji pengaruh semua variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F
ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji F
Model F Hitung Sig. Keterangan
1 8,849 0,000  Signifikan

Hasil uji F pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8.849 dengan
nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil dari 0,05). Ini berarti bahwa secara simultan, variabel
Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Gender (X3) berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak
untuk menjelaskan variabel yang diteliti secara keseluruhan. Temuan ini
mengindikasikan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama memiliki kontribusi
penting dalam membentuk cara pandang dan sikap mahasiswa terhadap praktik
penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan
integratif diperlukan untuk memahami dan mengatasi masalah persepsi negatif
terhadap kepatuhan pajak, khususnya di kalangan generasi muda. Kebijakan yang
hanya menekankan aspek penegakan hukum atau pemberian sanksi tanpa
memperhatikan aspek keadilan sistem perpajakan dan faktor sosial seperti gender
berpotensi kurang efektif. Sebaliknya, strategi yang menggabungkan pendekatan
berbasis keadilan, edukasi moral, serta sensitivitas terhadap karakteristik sosial seperti
gender, lebih memungkinkan untuk menciptakan pemahaman dan sikap yang

Pembahasan
Keadilan Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh
secara signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Hasil ini
mengindikasikan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan dalam sistem
perpajakan sangat memengaruhi sikap mereka terhadap tindakan penggelapan pajak.
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Semakin mahasiswa merasakan bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan adil, baik
dalam hal pembebanan pajak, pengawasan maupun sanksi atas pelanggaran maka
semakin rendah tingkat toleransi mereka terhadap praktik penggelapan pajak.
Sebaliknya, apabila mahasiswa menilai bahwa sistem perpajakan tidak mencerminkan
keadilan, misalnya terdapat ketimpangan perlakuan antara wajib pajak individu dan
korporasi, atau terdapat kasus penghindaran pajak yang tidak ditindak secara tegas,
maka persepsi negatif terhadap penggelapan pajak akan melemah. Hal ini dapat
mendorong pembenaran terhadap praktik tersebut atau bahkan meningkatkan potensi
keterlibatan secara langsung. Mahasiswa yang merasa bahwa pajak dibebankan secara
proporsional dan diterapkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, akan
cenderung menolak tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, persepsi adanya
ketidakadilan, seperti praktik penghindaran pajak oleh pihak tertentu yang tidak
mendapatkan sanksi yang tegas, dapat mengikis kepercayaan mahasiswa terhadap
sistem perpajakan dan meningkatkan justifikasi terhadap tindakan tidak patuh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, N. A., &
Supriyadi (2020); Averti & Suryaputri (2018); Karlina (2020), menemukan bahwa
keadilan distributif dan prosedural sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak. Penelitian Yusuf, M., Ibrahim, M., & Solarin (2021); Fitria & Wahyudi
(2022) juga menegaskan bahwa keadilan dalam penegakan hukum perpajakan menjadi
faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pajak dan
memengaruhi keputusan mereka untuk menghindari atau melakukan penggelapan
pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa upaya
reformasi sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel sangat penting
untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat, khususnya generasi
muda seperti mahasiswa, dalam melawan praktik penggelapan pajak.

Sanksi Hukum Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sanksi Hukum Pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Temuan ini
cukup menarik dan memiliki unsur kebaruan, mengingat sanksi hukum selama ini
sering dianggap sebagai instrumen utama untuk mencegah tindakan penggelapan
pajak. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan maupun
besaran sanksi hukum belum cukup mampu memengaruhi persepsi mahasiswa terkait
keseriusan atau tingkat ancaman dari tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan
jawaban responden pada kuesioner, beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa
kurangnya pengetahuan mengenai regulasi perpajakan dan jenis sanksi yang berlaku
menjadi salah satu alasan mengapa sanksi hukum tidak dianggap sebagai faktor
penentu dalam membentuk persepsi mereka. Selain itu, persepsi bahwa penegakan
hukum di bidang perpajakan tidak dilakukan secara konsisten atau tegas turut
memperlemah efektivitas sanksi dalam membentuk persepsi terhadap penggelapan
pajak. Mahasiswa cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti nilai-
nilai moral, keadilan sosial, dan integritas sistem perpajakan, dibandingkan oleh
ancaman hukuman formal. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Rahman, M. M., Saad,
R. A.J., & Kamaluddin (2021) yang menyatakan bahwa meskipun sanksi hukum yang
berat dapat menurunkan niat untuk menghindari pajak, namun tidak secara signifikan
memengaruhi persepsi individu terhadap penggelapan pajak. Penelitian lain oleh
Kumar & Gupta (2022) juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan
terhadap pemerintah dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan lebih
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menentukan dalam membentuk kepatuhan dan persepsi publik terhadap pajak
dibandingkan keberadaan sanksi semata. Implikasi praktis dari temuan ini adalah
bahwa kebijakan pengendalian penggelapan pajak perlu diarahkan pada pendekatan
yang lebih holistik dan komprehensif, tidak hanya mengandalkan penguatan sanksi
hukum, tetapi juga dengan memperbaiki persepsi keadilan, meningkatkan literasi
pajak di kalangan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap
efektivitas dan konsistensi penegakan hukum perpajakan.

Gender terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa Gender berpengaruh signifikan
terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Hasil ini menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan
perempuan dalam memandang tindakan penggelapan pajak. Mahasiswa perempuan
cenderung memiliki persepsi yang lebih negatif terhadap praktik penggelapan pajak
dibandingkan mahasiswa laki-laki. Artinya, mereka lebih menolak dan menganggap
penggelapan pajak sebagai bentuk pelanggaran hukum dan moral yang tidak dapat
dibenarkan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh faktor psikologis, sosial, dan moral
yang melekat pada masing-masing gender. Mahasiswa perempuan umumnya lebih
mengedepankan nilai-nilai moralitas, empati, dan keadilan sosial, sehingga memiliki
kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu-isu ketidakpatuhan pajak. Sebaliknya,
mahasiswa laki-laki cenderung memandang penggelapan pajak dari sudut pandang
yang lebih rasional dan pragmatis, di mana mereka mempertimbangkan risiko dan
keuntungan secara logis, sehingga memiliki toleransi yang lebih besar terhadap
praktik tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Khoerunissah et el. (2022),
yang menyatakan bahwa perempuan lebih patuh terhadap aturan perpajakan
dibandingkan laki-laki, karena adanya perbedaan dalam nilai-nilai moral, etika, dan
kesadaran hukum. Penelitian oleh Ramadhan & Helmy (2020) juga menguatkan bahwa
perempuan lebih mengutamakan integritas dan keadilan dalam mengevaluasi perilaku
perpajakan, yang membuat mereka lebih menolak tindakan penghindaran atau
penggelapan pajak. Sehingga hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor
gender perlu dipertimbangkan dalam perumusan strategi edukasi dan peningkatan
kepatuhan pajak. Pendekatan berbasis nilai dan etika cenderung lebih efektif
diterapkan pada kelompok perempuan, sedangkan pendekatan yang bersifat rasional
atau berbasis risiko dan manfaat mungkin lebih sesuai untuk meningkatkan kesadaran
kelompok laki-laki.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan
bahwa gender dan keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi
mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan sanksi hukum pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadappersepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
Mahasiswa perempuan cenderung memiliki sikap lebih menolak terhadap
penggelapan pajak. Persepsi atas keadilan sistem pajak terbukti memengaruhi sikap
terhadap pelanggaran pajak. Secara bersama-sama, ketiga variabel berpengaruh
signifikan terhadap persepsi mahasiswa. Pemerintah dan otoritas pajak disarankan
untuk memperkuat edukasi perpajakan yang kontekstual dan sensitif terhadap faktor
sosial, serta meningkatkan keadilan dan konsistensi penegakan hukum. Penelitian
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selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden yang lebih beragam dan
menambahkan variabel baru seperti literasi pajak atau kepercayaan terhadap institusi.
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